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PUTUSAN
Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Batg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik 7303087009770001, Lahir di Bantaeng, Tanggal Lahir 30
September 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat
Tinggal di Lapporo RT/RW : 001/002,Kel/Desa :
BontoKaraeng,Kec. XXXXX  XXXXXXXXX — XXXXXXXX.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Jamaluddin, S.HI Advokat dan Konsultan Hukum
pada kantor hukum 7460 JAMALUDDIN, S.HI&
REKAN yang beralamat di Camba lojong Kelurahan
Bonto Lebang Kecamatan Bissappu XXXXXXXXX
XXXXXXXX,  email  bangjamaljago82@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20
September 2021 yang telah didaftarkan pada
kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan
Nomor 15/SK/P/I/2022 tertanggal 28 Januari 2022.,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat lahir Bantaeng, Tanggal 25 Maret 1976, Jenis Kelamin
Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal dahulu di Lapporo RT.RW.001.002,

XXXX XXXXX  XXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX
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XXXXXXxX, Sekarang sudah tidak diketahui lagi
tempat tinggalnnya dalam wilayah Negara Republik

Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10

Juli 2021 yang terdaftar di e-court Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal
28 September 2021 dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2021/PA.Batg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1993 telah di langsungkan

perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam.

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA )

Kecamatan Bissappu XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam

Akta Nikah No: 232/04/11l/1993 tanggal 06 Maret1993 yang dikeluarkan

olehKantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu;

2, Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan  Tergugat

dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yang di

ridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tingga Idirumah

kediaman Penggugat Lapporo RT/RW: 001/002, Kel/ Desa: Bonto

Karaeng, Kec. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX;

4, Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan memiliki 2 orang anak;

mardiana 29 tahun dan indar jaya 25 tahun

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah

tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 25 (dua puluh lima)
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tahun, ketentraman rumah tangga Pengugat mulai goyah setelah antara
Pengugat dengan Tergugat setelah merantau ke Malaysia sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak 3 ( tiga )
tahun terakir ini, yang penyebabnya antara lain;

e Bahwa Tergugat selalu berlaku kasar dan sering memaki

Penggugat meskipun tanpa ada alas an jelas;

e Bahwa Tergugat tidak member biaya lagi untuk segala kebutuhan

dan biaya hidup untuk Penggugat ;

e Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak lagi memberikan kebutuhan

lahir dan bathin yang merupakan kewajiban Penggugat ;
6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat
terjadi pada tahun 2017 dimana Tergugat berselingkuh dengan Wanita
lain dan akhirnya Kembali merantau kemalaysia setelah tahun 2019
Pengugat Kembali sendiri ke kampung halaman karena sering terjadi
perselisihan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan
keluarga Penggugat dan Tegugat untuk mencari penyelesaian dan demi
menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan
hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
Sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah,mawaddah warahmah sebagaimana
maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat
untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) dan (h)
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Kompilasi hokum islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;

10.Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) unang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 Tahun
2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002
tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama
bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia
untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, TERGUGAT

terhadap Penggugat, PENGGUGAT;

3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk

mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk

dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4, Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang
diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebagaimana
Relaas Nomor: 289/Pdt.G/2021/PA.Batg, tanggal 30 September 2021 dan
tanggal 25 Oktober 2021 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya dan
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tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan
perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat:

P. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 232/04/111/1993 tanggal 06 Maret 1993
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat
Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, XXXXXXXXX
XXXXXXXX, yang cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah
dinatzegelen;

2. Bukti Saksi:

SAKSI 1, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sepupu Penggugat;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;

. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat di Bantaeng kemudian mereka pindah ke Malaysia;
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. Bahwa pada awalnya rumah tangga tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering
terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
. Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat
sering cerita kepada saksi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat;
. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah,
dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan
dan juga Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun
tidak berhasil;
. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak
berhasil;

Sitti binti Aha, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada

pokoknya sebagai berikut:
. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;
. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat di Bantaeng kemudian mereka pindah ke Malaysia;
. Bahwa pada awalnya rumah tangga tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering
terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
. Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat
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sering cerita kepada saksi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat;

. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah,
dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan
dan juga Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun
tidak berhasil;

. Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi serta dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya
dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor
Register; 15/SK/P/1/2022 tertanggal 28 Januari 2022yang menyatakan bahwa
Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Jamaluddin, S.HI
pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan Majelis Hakim
telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan
Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus
tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur
legalitas formil;
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Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau
kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya
menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam
pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,
meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas
panggilan Nomor: 289/Pdt.G/2021/PA.Batg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak
hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBQ)
perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya
yang pada pokoknya bahwa Penggugat mohon dijatuhkan talak Tergugat
terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran karena Tergugat selalu berlaku
kasar dan sering memaki Penggugat meskipun tanpa ada alas an jelas,
Tergugat tidak member biaya lagi untuk segala kebutuhan dan biaya hidup
untuk Penggugat dan juga Tergugat hingga saat ini tidak lagi memberikan
kebutuhan lahir dan bathin yang merupakan kewajiban Penggugat sehingga
sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat
yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Penggugat
dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan juga Tergugat tidak
diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak
jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283

Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi:”setiap orang yang
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mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan
haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu
peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang
ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan
dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3)
dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur
dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti
bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama
Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
hubungan perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 1993, oleh
karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai
pihak-pihak (persona standi in judicio) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah
orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat
hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah
sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 Reglement Buiten Govesten
(RBg), maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat
diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten
Govesten (RBg) dan mengingat bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat yang telah sesuai dengan
ketentuan pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jis pasal 22 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-
saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang
saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement
Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta dipersidangan mengenai
hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
sehingga sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana
Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu
Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan juga Tergugat
tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta alat bukti
yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan
fakta hukum sebagai berikut:

« Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak
tanggal 20 Februari 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

« Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat;

» Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah
dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan
dan juga Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

» Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dan
Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

 Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan
lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi
ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya
pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

» Bahwa Pengugat selama proses persidangan bersikeras untuk bercerai
dengan Tergugat dan telah terbukti sejak tahun 2019 Penggugat dan
Tergugat sudah pisah rumah dan upaya-upaya perdamaian juga tidak
berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim
menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan
perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat
perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak
mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan
menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua
belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah figiyyah

sebagai berikut:
Lselloodl cl> e padie duw Laadl
Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada

mengharap kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami

isteri;
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Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus

diterapkan bukanlah “matri monial guilt* akan tetapi “broken marriage “ oleh
karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang
menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang
terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh
Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah
pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah
terbukti terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada
kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan
sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh
karenanya maka terpenuhilah maksud dari pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974,

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan
gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat
terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Bantaeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya
boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin 3 (tiga)
dalam surat gugatannya, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal 84
ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang
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terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara hukum
Panitera dalam suatu Pengadilan berkewajiban untu menyampaikan salinan
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah yang
terkait dan oleh karena ini tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 (tiga)
tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang
perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir
diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan
perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bantaeng pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari
Mallarangan, S.HI sebagai Ketua Majelis, Nirwana, S.Hl., M.H dan Dian
Aslamiah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufik, S.H
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sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Nirwana, S.HIl., M.H Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Dian Aslamiah, S.Sy
Panitera Pengganti,

Taufik, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 100.000,00
- Panggilan :Rp 250.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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